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TAWURAN remaja yang belum lama

terjadi tentu mengusik ketenangan warga.

Kejadian ini juga marak di beberapa ko-

ta/daerah lain, yang bahkan ‘perang

sarung’ di Lampung telah menyebabkan

satu remaja kehilangan nyawanya. Bulan

Ramadan, yang dianggap sebagai bulan

suci bagi umat Islam, seharusnya disam-

but dengan semangat ibadah, introspeksi,

dan juga penguatan solidaritas melalui

berbagai aksi sosial. Namun masih ada be-

berapa remaja yang terjerumus dalam

pertikaian tanpa guna.  Fenomena ini per-

lu perhatian serius, bagi orang tua, guru

maupun orang dewasa di sekeliling mere-

ka. 

Miris, ketika mengira bahwa anak kita

baik-baik saja, namun ternyata dia adalah

bagian dari kelompok tersebut. Pendidik-

an moral dan agama yang kuat tanpa kon-

trol, komunikasi dan pendampingan da-

lam keluarga bisa membuka peluang ‘ke-

colongan’, pada era dimana arus informasi

dan komunikasi begitu liar.  Beberapa

konteks sosial lain yang mungkin memicu

perilaku negatif tersebut bisa karena ra-

puhnya kondisi perekonomian keluarga.  

Pemicu Konflik

Ketidaksetaraan dalam distribusi sum-

ber daya dan akses terhadap nilai-nilai

sosial merupakan pemicu konflik. Pada

konteks tawuran remaja, konflik bisa

muncul karena persaingan atas wilayah,

reputasi, atau bahkan bisa jadi hanya ber-

asal dari hal sepele, bentuk ekspresi dari

ketidakpuasan yang mungkin muncul

dari ketegangan sosial sehari-hari.

Sementara remaja secara individu masih

cenderung mencari identitas positif de-

ngan membandingkan diri mereka de-

ngan kelompok lain dalam masyarakat. 

Beberapa studi psikologis menunjukkan

bahwa terlibat dalam tawuran atau kon-

flik fisik dapat memiliki dampak yang sig-

nifikan pada kesejahteraan mental.

Penelitian Smith dan Jones (2019) mene-

mukan bahwa remaja yang sering terlibat

dalam tawuran cenderung mengalami

tingkat stres yang lebih tinggi, kecemasan,

dan depresi dibandingkan dengan remaja

yang tidak terlibat dalam tawuran.

Konflik fisik seperti tawuran dapat

memicu reaksi fight-or-flight dalam sistem

saraf, yang dapat mengakibatkan pening-

katan kadar hormon stres dalam tubuh.

Selain itu, terlibat dalam tawuran juga da-

pat merusak harga diri dan citra diri. Re-

maja yang terlibat dalam tawuran mung-

kin mengalami perasaan bersalah, malu,

atau bahkan penolakan dari kelompok

sosial mereka. 

Holistik

Mengatasi masalah tawuran remaja se-

lama bulan Ramadan memerlukan pen-

dekatan yang holistik, yang tidak hanya

fokus pada penanganan konflik

fisik, tetapi juga memperhi-

tungkan kesejahteraan mental re-

maja yang terlibat. Beberapa so-

lusi yang dapat dipertimbangkan

antara lain: Pertama berangkat

dari pendidikan keluarga.

Orangtua perlu berperan aktif da-

lam memberikan contoh dan

membimbing anak-anak mereka

dalam menangani konflik dengan

cara yang positif dan produktif.

Kedua, melibatkan mereka pada

komunitas/jaringan sosial positif.

Kegiatan-kegiatan sosial, seperti

remaja masjid, karang taruna, da-

pat menjadi tempat bagi mereka

untuk mengekspresikan diri dan

memperoleh dukungan sosial

yang diperlukan. 

Ketiga, layanan konseling.

Menyediakan layanan konseling

atau dukungan psikologis bagi remaja

yang terlibat dalam tawuran atau meng-

alami dampak psikologis dari konflik fisik.

Hal tersebut diharapkan dapat membantu

mereka mengatasi masalah emosional dan

meningkatkan kesejahteraan mental

mereka. Keempat, penegakan hukum

yang tegas. Penegakan hukum yang tegas

terhadap pelaku tawuran perlu diterap-

kan untuk mencegah terulangnya keke-

rasan fisik dan mengirimkan pesan bahwa

perilaku tersebut tidak akan ditoleransi

dalam masyarakat.

Tawuran remaja selama bulan

Ramadan bukan hanya masalah fisik,

tetapi juga masalah kesejahteraan mental

yang serius. Dengan memahami dampak

psikologis dari konflik fisik, dan menerap-

kan beberapa tawaran solusi diatas kita

boleh berharap bahwa insiden tawuran re-

maja akan bisa dicegah/dikurangi.  ❑-f

*) Arifah Suryaningsih  SPd MBA,

Guru SMK N 2 Sewon, Mahasiswa S3

FIPP UNY  

Jalan Kultural Melawan Tengkes

Arifah Suryaningsih

Jabatan kades 8 tahun, maksimal 2 pe-

riode

-- Semoga tidak menghadirkan ’di-

nasti desa’

***

Sleman mempercepat penambalan jalan

berlubang

-- Demi menyambut pemudik

***

Kulonprogo, calon percontohan kabupa-

ten antikorupsi

-- Semoga benar-benar jadi contoh

Ironi Tawuran di Bulan Ramadan 

PROGRAM pencegahan tengkes atau

stunting secara nasional masih belum

memuaskan. Ada yang tepat, tengkes ha-

nya ditempatkan sebagai persoalan medis,

dan absen sisi kulturalnya.  Survei Status

Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menun-

jukkan prevalensi tengkes anak sebesar

21,6%. Sementara menurut standar WHO

(Badan Kesehatan Dunia) mestinya ber-

ada di bawah angka 20%. Ini paradoks, di

tengah-tengah klaim keberhasilan dan ke-

majuan pembangunan ekonomi dan kese-

hatan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 ten-

tang Percepatan Penurunan Stunting,

prevalensi tengkes secara nasional

harus berada di angka 14% pada tahun

2024. Artinya, Indonesia mencitakan

angka yang lebih rendah dibandingkan

dengan standar WHO.

Pemerintah membutuhkan strategi

jitu untuk mencapai target penurunan

angka tengkes secara nasional. Tak ha-

nya soal kerja-kerja kolaboratif, menye-

bar definisi, dan berbagai tindakan da-

lam kerangka pengetahuan medis.

Lebih dari itu, pemerintah perlu mem-

perluas pendekatan dalam menum-

buhkan kesadaran warga mengenai

dampak tengkes bagi anak-anak.

Jalan Kultural

Satu dari lima pilar utama penu-

runan kasus tengkes, peningkatan ko-

munikasi perubahan perilaku dan pem-

berdayaan masyarakat. Pilar ini menun-

jukkan upaya mengatasi tengkes dalam

pendekatan kultural untuk mengubah pe-

rilaku, dan pendidikan publik. Termasuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam Theory of Change (ToC), per-

ubahan tertinggi pendidikan publik

bukanlah perilaku, melainkan kesadaran

atau perubahan paradigmatik, perubahan

perspektif. Perilaku hanya manifestasi

dari terjadinya perubahan cara pandang

dan sikap masyarakat dalam kehidupan

keseharian.

Pendekatan budaya melawan tengkes

dengan begitu berpijak dari perubahan

perspektif masyarakat mengenai tumbuh

kembang anak. Itu  bukan takdir.

Melainkan situasi yang diusahakan agar

anak lebih baik lagi di masa depan. 

Pertanyaannya, bagaimana bisa sampai

terjadi perubahan perspektif, dan bisa

mewujud dalam sikap dan perilaku kese-

harian? Ada dua langkah utama men-

jawab pertanyaan ini. Pertama, pada

ranah peradigmatik dengan membongkar

perspektif gender yang menempatkan

perempuan pada posisi nomor dua dalam

hampir semua domain sosial. 

Penempatan ini menyebabkan perem-

puan tertinggal secara pengetahuan, uta-

manya pola pengasuhan dan perawatan,

termasuk kesehatan. Bahkan, perempuan

mendapatkan kesempatan terakhir men-

dapatkan makanan bergizi, setelah suami

dan anak-anaknya.

Sistem dan praktik budaya ini mesti di-

ubah dalam pencegahan tengkes. Bukan

perkara sederhana, sebab harus meng-

ubah sistem nilai dan norma yang sudah

dianggap benar berabad-abad lamanya.

Nilai yang secara terus menerus diproduk-

si di berbagai lokus kehidupan, termasuk

praktik-praktik pendidikan di kampus

dan sekolahan.

Kedua, perubahan ranah pengetahuan

agar masyarakat bisa bersikap dan bertin-

dak startegis dalam mengatasi tengkes.

Pengetahuan kesehatan seksual dan re-

produksi (pendidikan seksual komprehen-

sif) akan mengatasi persoalan kesenjan-

gan informasi tentang masa pubertas.

Termasuk pernikahan, masa-masa hamil,

saat menyusui, dan informasi mengenai

tumbuh kembang anak. 

Dimulai Usia Remaja

Dengan begitu, pemberian informasi da-

lam mengatasi tengkes harus dimulai pa-

da usia remaja dengan memberikan pen-

didikan kesehatan seksual dan reproduk-

si, dengan memandang susbtansinya. Ti-

dak zamannya lagi melihat pendidikan

kesehatan reproduksi sebagai tabu, de-

ngan menilainya secara salah dan sem-

pit, sebagai pendidikan hubungan sek-

sual.

Sudah saatnya membuang jauh-jauh

kekhawatiran tak beralasan. Pendidikan

kesehatan seksual dan reproduksi akan

membuat remaja melakukan tindakan

salah secara seksual. Misalnya, men-

dorong berpacaran dan melakukan hu-

bungan seksual. Pendidikan kesehatan

reproduksi justru menjadikan remaja

bertanggung jawab. Memahami dirinya

dengan benar, dan bisa mendewasakan

usia perkawinan.

Informasi penting mengenai kesehatan

seksual dan reproduksi ini harus terus di-

sampaikan, misalnya melalui kursus ca-

lon pengantin, di setiap keluarga, sekolah

dan kampus. Dengan begitu cara pan-

dang, sikap dan perilaku yang mendukung

agenda melawan tengkes benar-benar

menjadi kebiasaan yang pada akhirnya

akan menjadi budaya masyarakat.  ❑-f

*) Mukhotib MD, Direktur Yayasan

Studi dan Pengembangan Sosial-

Keagamaan (YSPSK) Magelang

Mukhotib MDKuatkan Kontrol Masyarakat Desa
DESAKAN para kepala desa

kepada pemerintah untuk segera

mengesahkan revisi Undang-un-

dang Desa (UU Desa) akhirnya

terwujud. Kamis (28/3) Rancangan

Undang-undang tentang Perubah-

an Kedua atas Undang-undang

No 6/2016 tentang Desa telah di-

sahkan dalam rapat paripurna De-

wan Perwakilan Rakyat (DPR).

Semua ketentuan baru dalam per-

ubahan kedua UU Desa pun lang-

sung berlaku setelah diundangkan.

Di antara 7 point utama per-

ubahan UU Desa, maka masalah

jabatan kepala desa paling menja-

di perbincangan. Hal tersebut

diatur dalam point keempat, me-

ngenai ketentuan pasal 39 yang

mengatur masa jabatan kepala de-

sa menjadi 8 tahun, dengan maksi-

mal kepemimpinan selama dua

periode. Di dalam ketentuan yang

lama, kepala desa memegang ja-

batan selama 6 tahun terhitung se-

jak pelantikan. Dengan maksimal

masa kepemimpinan selama 3 pe-

riode. (KR, 30/3).

Keputusan perubahan UU Desa

ini bak hujan di musim kemarau.

Disambut gembira hamper seluruh

kepala desa bahkan juga Asosiasi

Pemerintah Desa Seluruh Indone-

sia (Apdesi). Inilah ÔkemenanganÕ

Apdesi. Aspirasi yang disampaikan

Apdesi untuk merevisi UU Desa

dengan memanfaatkan momen-

tum pemilu, bisa dikatakan

berhasil. 

Apdesi mampu memanfaatkan

momentum politik bernama

pemilu.  Kepala desa lewat Apdesi

bisa ÔmenekanÕ legislator menge-

sahkan revisi UU Desa. Dengan

strategi ini, desa tidak sekadar

mendapat janji kosong. Bak tukar

guling dalam bahasa Koordinator

Divisi Pelayanan Publik dan

Reformasi Birokrasi Indonesia

Corruption Watch (ICW) Almas

Ghaliya Putri Sjafrina. Yang satu

perlu perubahan UU Desa, yang

lain butuh suara dalam pemilu.

�Nuansa politisnya sangat jelas,�

ujar Almas melihat respons positif

pemerintah maupun DPR ter-

hadap usulan ini. 

Dengan 74.961 desa dan 8.506

kelurahan (Permendagri No

99/2019), desa hingga kini masih

ÔdiselimutiÕ sejumlah persoalan.

Mulai tata kelola keuangan yang

ekslusif, partisipasi bermakna ma-

syarakat hingga korupsi. Hal ini

berakibat pembangunan dan ke-

sejahteraan masyarakat desa di

banyak tempat, berjalan tidak opti-

mal. Sehingga pascaperubahan

UU Desa muncul harapan, paling

tidak, kepala desa akan bisa lebih

fokus dan serius memikirkan kese-

jahteraan masyarakat dan kema-

juan desanya.

Kesejahteraan masyarakat dan

kemajuan desa ini akan terwujud

bila kontrol masyarakat kuat. Tan-

pa kontrol yang kuat, perpanjang-

an masa jabatan kepala desa bisa

tidak sesuai tujuan.  Kekhawatiran

menghambat regenerasi kepe-

mimpinan desa dan menguatnya

oligarkhi di tingkat desa menjadi

problema krusial di antara dampak

negatif yang harus diantisipasi.

Perpanjangan masa jabatan ke-

pala desa ini akan menghambat

orang muda yang berkemampuan

menjadi pemimpin dan berpikiran

maju dengan pelbagai inovasinya,

mendapatkan kesempatan

memimpin. 

Jika ini terjadi, berarti iklim

demokrasi menjadi tidak sehat.

Apalagi hal ini sejatinya  bertentan-

gan dengan semangat reformasi

dan amandemen Konstitusi yang

membatasi waktu kekuasaan ek-

sekutif. Bahkan juga memuncul-

kan kekhawatiran bila lolosnya per-

ubahan UU Desa ini kelak akan

menjadi Ôpintu masukÕ perubahan

undang-undang lain tentang

kekuasaan dan masa jabatan

kepala daerah, presiden bahkan

legislatif. (hukumonline, 27/2/2023)

Tentu kita tidak berharap itu ter-

jadi. Mengingat desa-desa bukan

hanya tempat tinggal sebagian be-

sar penduduk Indonesia, tetapi ju-

ga motor penggerak pembangun-

an yang berkelanjutan. Desa ada-

lah garda terdepan pembangunan.

Perpanjangan masa jabatan se-

moga juga menghadirkan kepala

desa yang  amanah, berkualitas

dan didukung masyarakat. Serta

masyarakat baik lewat organisasi

sosial, organisasi keagamaan,

lembaga swadaya  di tingkat desa,

ikut aktif melakukan kontrol.  ❑-f
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rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-

yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-
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Bapak Ibu, Perketat Pengawasan pada Anak

Jangan Abai Keamanan di Hari Lebaran

ANAK adalah amanah. Meski

Kahlil Gibran dalam salah satu

puisinya menyebut anakmu bukan

anakmu // .... // dan meskipun mere-

ka bersamamu, mereka bukan mi-

likmu// ... Namun sebagai amanah,

anak adalah titipan Allah  yang ter-

lahir suci bersih. Orang tua lah yang

berkewajiban mendidik dan men-

jadikan mereka menjadi baik.

Maka hati-hatilah orang tua men-

jaga titipan Allah tersebut. Sedih

mendengar di bulan Ramadan ini

mendengar anak-anak tawuran.

Anehnya ini terjadi di pelbagai

daerah. Atau terjadi  di Magelang,

berkedok bukber tapi malah pesta

miras. Ini cukup menggelisahkan.

Karena itu bapak ibu, perketat

pengawasan pada anak-anak, tan-

pa membuat mereka terbelenggu.

Jaga amanah Allah, karena itu akan

dipertanggungjawabkan kelak di

akhirat.  ❑-f

*) Dra Estiningsih,

Kusumanegara Yogyakarta

LEBARAN, banyak perumahan

terutama yang ditinggali pasangan

mudah, akan sepi di siang hari.

Banyak yang pada waktu siang di-

tinggal warganya. Mungkin mereka

mengunjungi kerabat atau mudik ke

kediaman orang tua. Atau juga beri-

stirahat dan hang out bersama kelu-

arga.

Yang perlu menjadi perhatian, ja-

ngan abai keamanan di Hari Lebar-

an. Mungkin perlu ada penjagaan

khusus dengan menggalakkan Jaga

Tangga atau Jaga Warga. Sebelum

mudik, mungkin lingkungan RT atau

RW bisa mengkoordinir keamanan

perumahan. Sehingga semua nya-

man merayakan Lebaran.  ❑-f

*) Arin, Wedomartani Ngemplak

Sleman


